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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Keberadaan Pegawai Negeri di Indonesia ditasakan semakin perming
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, kelancaran atau
kemandegan pemerintah dan pembangunan yang sedang dilaksanakan udak

terlepas dari keikutsertaan Pegawai Negeri. Pegawai Negerl merupakan tulang

nglmanunmkmcnmpmugmnnasmmlscpetuapamngtclahdiamam&an
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan nasional tersebut yaru melindumgi segenap bangsa Indonesia

dan selurub tumpah darah Indonesia dan untuk mcma]ukan kesejabteraan

Tujuannasiomldalmnmngkamlnmm:kmewuj\ulkanmsyamkm
Mmgmhuhmbapaa&bmm&mohaﬁ&mhnm,adildan
bermoral tinggi, diperl@ Pegawai Negerl yang merupakan unsur Aparatur
Negara yangbemmsebagaiabdimasymkﬂtyangmenyelmggmmpda-
ymnmmadﬂdanmmmnjagapamndmkmmmpm
penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka
pemerintah periu Iebih meningkatkan hubungan fungsional keqaanlara Pega-

waiNegeﬁbaikditingkatpumtmauplmdlungkatdacrah.




Salah satu sifat hubungan kerja Pegawai Negeri yaitu pemberi kerja.
Pegawai Negeri adalah Pemerintah Negara Republik ' Indonesia
dengan tujuan dan maksud untuk menyelenggarakan. kepentingan
umum, masyarakat, negara, dan pemerintah.’
Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor
43 Talnm 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga uega-
ra Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam svatu jabatan negeri, a-
tau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang beriaku. Unsur penting untuk menjadi seorang Pegawai Negeri
yartu :
1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
Diangkat oleh pejabat yang berwenang;,

)
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Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atan Tugas Negara lainnya
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
4. Digaji menurut perataran perundangan yang berlako

Adapun yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Updang No-
mor 43 Talun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri ter-
diri darn :
a Pegawai Negeri Sipil;
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Anggota Kepohisian Negara Repubhik Indonesia.




Pasal 2 ayat 2) Undang—Undang Nomor 43 Tahyp 1999 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian, Pe@x&ai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud da.
lamayat(])hwﬁatcrdirj dari :

L. Pegawai Negeri Sipil Pusar; dan
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Agar menjamin penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangun-
an secara berdavaguna dap berhasilguna, oleh kareng itu Pembinaan Pegawai
Negeri Sipil perlu diatur Secara menyeluruh, yaitg dengan pengaturan pem-
binaan yang scragam bagi segenap Pegawai Negeri Sipil, baik pusat maupun
dacrah. Tujuan manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah-

2) Unmnk. mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dag
pembangunan sebagaimana dimaksnd dalam ayat (1), dipertukan
Pegawai Negerj Sipil yang profesional, bertanggung Jawab, jujur,
adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem
prestasi kegja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistemn
prestasi kerja.

Oleh sebab itu, pemerintah telah berupaya sungguh-sungouh untuk
merumuskannya dalam suam kerangka peraturan permundang-andangan yang
semakin Jama bertamhah sempurna. Sejak Indonesia merdeka telah ada bebe-
rapa Undang-Undang yang mengatur tentang Pegawai Negeri dalam segala
aspeknyaHalinidamtdi]ﬂntdida]amUndang-UndangNomorSTah:m

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Talom

Penjelasan Aras Undang-Undeorg Noosew 13 Talum 1999 Tentanyg Pokok-Pokok

Kepegowaion, Pasal 12, him, 7.




1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri
Sipil atas dasar sistem prestasi kega dan sistem karier. Pemerintah mengatur
kembali ketentuan mengenai pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri
Sipil dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Ten-
tang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan Pangkat menurut Pasal 1 butir (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pega-
wai Negen Sipil terhadap Negara. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasar-
kan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat piliban.

Pada dasarnya kenaikan pangkat yang obyektif berkaitan erat dengan
pendidikan atau latihan, di samping itu promosi dan kenaikan pangkat berbn-
bungan pula dengan penghasilan. Promosi atau kenaikan pangkat adalah sesu-
atu yang pada umumnya diidam-idamkan oleh masing-masing Pegawai, sebab
dengan demikian ia memiliki hak-hak dan kewenangan. Kewenangan yang le-
bih besar dari sebelumnya dan berarti menaikkan penghasilannya.

Menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan memberikan
kenaikan pangkat, maka periu ditentukan syarat-syarat kenaikan pangkat.
Syarat-syarat kenaikan pangkat antara lain adalah prestasi kerja, disiplin kexja,
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obyektif lainnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang
Kenatkan Pangkat Pegawai Negen Sipil, Periode Kenaikan Pangkat Pegawat
Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecu-
ali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.
Menurut Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Ta-
hun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, persvaratan vang
harus dipenuh:i agar scorang Pegawal Negen Sipil dapat diberikan kenatkan
pangkat reguler setingkat lebih tinggi dari pangkat yang dipangkunya adalah :
1. Telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sefiap unsur peni-

laian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnys bemilai baik dalam ta-

hun terakhir, atan
2. Telah lima tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilai-

an pekerjaan sckurang-kurangnya bernilai cukup dalam tahun terakhir.

Kenatkan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendun-

duki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang
tas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Pasal
12 Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat,
‘ Pegawai Negen Sipil yang mendudula jabatan struktural dan pangkatmya ma-
sih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan votok ja-

batan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:



1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya.

2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan sturktural yang
didudukinya.

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik da-
lam 2 (dua) tahun terakhir.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 dan Kepu-
tusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pe-
laksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, prosedur dari permohonan pengusulan ke-
naikan pangkat melewati jalur yang berbeda sesuai dengan status Pegawai
Negeri Sipil (sebagai PNS Pusat atau PNS Daerah), dan golongan ruang Pega-
wai Negeri Sipil yang diusulkan. Karena Pegawai Negen Sipil Pemenintah
Kabupaten OKU Sumatera Selatan adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis terdorong untuk menyn-
sun skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai

Negeri Sipil Daerah Di Pemerintah Kabupaten OKU Sumatera Selatan™.

B. Perumusan Masalah
Umniuk dapat mencapai sasaran yang diharapkan penulis memandang
perlu untuk merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan kenaikan pangkat reguler Pegawaf Negeri Sipil
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2. Apa faktor penghambat dalam kenaikan pangkat reguler Pegawai Negen

Sipil Dacrah di Pemerintah Kabupaten OKU Sumatera Selatan?

C. Tujuanp Penelitian
1. Untuk mengetahut pelaksanaan kenaikan pangkat regulet Pegawai Negent
Sipil Daerah di Pemerintah Kabupaten OKU Sumatera Selatan.
2 Unwk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung kenaikan
pangkat reguler Pegawai Negerl Sipil Dacrah di Pemerintah Kabupaten

OKU Sumatera Selatan.

P. Manfaat Penelitian
1. Bagi ilmu pengetahuan, dapat memberii:an sumbangan pemikiran bagi
perkembangan hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara
khususnya. _
2. Bagi pembanguman, dapat memberikan dorongan kepada pemerintahan da-
erah agar pembangunan bisa merata menuju masyarakat yang nyaman dan

sejahtera.

E. Tinjanan Pustaka
PegawaiNegerisebaginmsmApmaturNeym, Abdi Negara dan
Abdi Masyarakat berkewajiban mengangkat sumpahfamji yang secara otentik

diatur di dalam Peraturan Pemerintah. Pegawai Negen Menurut Pasal 1 butir




(1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepega-
waian {selanjutnya disebut UU Kepegawatan) adalah setiap warga negara Re-
publik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Pegawai Negeni menurut Pasal 2 avar (1) Undang-undang Kepega-

waian terdiri dar ;

]

. Pegawai Negen Sipil;

2. Anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

llJJ

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 2 ayat (2) UU Kepegawaian, Pegawai Negeri sebagaimana
dimaksud dalam avat (1) huruf , terdiri dan :
1. Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar
sistem karir dan sistem prestasi kerja, sangat dlperlulcan ketentuan-ketentuan
tentang pengangkatan dalam pangkat Pegawal Negeni Sipil. Usaha tersebut
adalah dalam rangka untuk meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
tertene yang ditempuh dengan kebijaksanaan tersendini dalam proses pene-
tapan Kenaikan Pangkat Pembinaan Pegawai adalah proses pembentukan
sosok Pegawai yang diinginkan organisasi. Kegiatanmya meliputi pembentuk-

an sikap dan mental yang loyal dan setia pada pemerintah dan negara yang



berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, peningkatan kete-
rampilan dan kecakapan melaksanakan togas organisasi

Kenaikan Pangkat Menurut Pasal 1 butir (3) dan butir (4) Peraturan
Pemetintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai .
Negen Sipil, Kenaikan Pangkat dibagi 2 (dua) yaitu :

1. Kenaikan Pangkat Reguler;
2. Kenaikan Pangkat Pilihan.

Kenaikan pangkat ada 2 (dua) yaitu kenaikan pangkat reguler dan
kenaikan pangkat pilihan Penulis akan lebih menjelaskan tentang kenaikan
pangkat reguler. Periode kenaikan pangkat Pegawai Negen Sipil ditetapkan
pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam
Peraturan Pemerintah im. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dalam daftar.
penilaian pelaksanaan pekerjaannya terdapat unsur penilaian yang bemilai
sedang atau kurang, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.*

Hubungan hukum antara Pegawai Negeri merapakan hubungan dinas
publik atau berdasar hukum publik, kecuali dalam beberapa hal yang amat
mMasyaiuxmisalnyaunmkmengamﬂmbmgnkﬁjaseomngPegawai Ne-
geri berdasar ketentuan-ketentuan hukum sipil dan hal ini dapat diadakan
dalam hal-hal terbatas saja.” Hubungan dinas publik ini timbul semenjak sese-

orang mengikatkan dirinya untuk tunduk pada perintah untuk melakukan suatu

*  Sudibyo Triatmodjo, Hukmm Kepegawdaian: Mengenai Kedudukan Hak dan

Kewgjiban  Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, him. 66.

% Ibid him 67-70.
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atau beberapa macam jabatan tertentu. Melakukan suatu atau beberapa jabatan
itu dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain.®

Kenalkan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat bagi Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditendukan tanpa
terikat pada jabatan yang dipangkunya. Syarat-syarat kenmaikan pangkat
reguler adalah SK terakhir, semua unsur DP3 bemilai baik 76-90. Unsur-unsur
penilaian pelaksanaan pekejaan (conduitesraar) meliputi kemampuan Kerja,
kerajinan, kepatuhan (disiplin) kerja, hubungan kerja sama, prakarsa (inisiatif)
dan kepemimpinan (khusus untuk pegawai yang menjabat jabatan pimpinan).”

Hubungan dinas publik im mewujudkan Pegawai yang bersangkutan
tidak menolak (jadi, menerima dengan tiada syarat) pengangkatannya dalam
suatu jabatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Timbul dan akhirnya
hubungan dinas publik itu tidak terpantung pada suatu pengangkatan atan
suatu pemberhentian dalam/dan suatu jabatan tertentu. Pegawai yang diberi
£a)1 non aktiffuang tunggu (wachigeld) tidak memangkn jabatan, tetapi tetap
mempunyai suatu hubungan dinas publik dengan Pemenintah sebaliknya
se;)mng Pejabat yang bekerja untuk Pemeriniah berdasarkan suatu perjanjian
kerja menurut hukum privat tidak mempunyai suatu hubungan dinas dengan

Pemernntah tersebut.

¢ Muchsan, Pengangkaton dolom Pangkat Pepawai Negeri Sipil, Liberty,
Yogyakarta, bim. 9. .

Nmemal: ALA DI I keraswas Foaorviresrrarrmt e Y Deacrmnevwal: Taliavrdia 18505 hiloee T0O)



F. Metode Penelitian
Agar memperoleh data yang akurat dan faktual, maka dipergunakan
metode scbagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer
Yaitu data vang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil
penelitian di lapangan dengan wawancara dan pedoman wawancara,
kuesioner dan pedoman kuesioner.
b. Data Sekunder
Yaitu data secara tidak langsung yang diperoleh dari :
1) Bahan hukum primer, yaitu Laporan Pelaksanaan Kegiatan Badan
Kepegawatan Daerah Kabupaten OKU Sumatera Selatan talmm
| 2007, Undang-Undang Dasar 1945; Undat_lg—Undang Nomor 8 Ta-
hun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; Undang-undang
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
Undang-undang Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negen Sipil; Undang-undang Nomor 12 Tahum 2002 Ten-
tang Kenaikan Pangkat Pegawai Negen Sipil.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku Hukum Kepegawaian di
Indonesia; Administrasi Kepegawaian Suaty Pengantar; Adminis-

trasi Negara Suatu Tinjanan Analitik; Pengangkatan dalam Pangkat

Darsumt Klamars Qinels 1lolrees e TT..l- L v e
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Mengenai Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil;
Pengantar Hukum Administrasi Negara. |
Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten OKU Sumatera Selatan
Responden dan narasumber
a) Narasumber, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten OKU Su-
matera Selatan
b) Responden, 30 orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerin-
tahan Kabupaten OKU Sumatera Selatan yang terdiri dari: 15 orang di
Inspektorat Kabupaten OKU dan 15 orang lain ditempatkan di Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten OKU.
Metode Pemilithan Sampel
Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive
samplingyaitupeneunmnsampeltmsebmd_iwnmkansecamﬁdakawk
atau sudah ditentukan respondennya. Dalam hal ini semua responden tidak
mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel dalam pene-
Iitian tersebut dengan alasan, responden yang swlah ditentukan akan di-
anggap mewakili dari jumlah keseluruan Pegawai Negeri Sipil di Peme-
rintahan Kabupaten OKU.
Analisis Data
Setelah data terkumpul maka diamalisis secara sistematis dengan
menggunakan analisa data kualitatif yaitu penulis berusaha mengum-

vraiTlars doadtas srarmer Adrrearnloal Aores v hvor et Larrrrrcdinrs Antes 4arvreaslasrd dikas
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bungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk men-
dapatkan kesimpulan, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu penulis
mencoba menggambarkan secara tepat dan jelas suatu keadaan atau suatu
petisiwa yang diperoleh dari teori, manpun dari hasil penelitian, secta
yang dinyatakan oleh responden berdasarkan kualitasnya, benar atan tidak-
nya jawaban yang diberikan olch responden. Selanjutnya untuk menarik
kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif secara nor-

matf yaitu cara berpikir secara umum untuk mendapatkan kesimpulan

vy harmifnd bheerrar mnmesne mdeemnse semmeoe 30,



